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ABSTRAK

Penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara terbesar yang digunakan
untuk membiayai belanja negara. Hal ini didukung berdasarkan pernyataan bahwa penerimaan
perpajakan memiliki kontribusi sebesar 83,54% terhadap pendapatan negara pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.Namun, realisasi penerimaan
perpajakan selama tahun 2016-2020 tidak mencapai target penerimaan perpajakan pada
APBN. Salah satu hal yang menyebabkan rasio penerimaan perpajakan rendah adalah
rendahnya kepatuhan penyampaian pajak. Kepatuhan perpajakan dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya adalah penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan.
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian sehingga
diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat pengaruh penerapan self assessment
systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan self assessment systems membuat wajib pajak menyadari bahwa
mereka memiliki kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, penerapan self assessment
systems memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan
membayar pajak Faktor lainnya, yaitu sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa dan
mengikat sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib
pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan. Semakin tinggi penerapan self
assessment systems dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam
perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh penerapan self
assessment systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
UMKM di Bandung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal untuk menguji
apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah hypothetico-deductive method. Sampel yang digunakan pada penelitian
adalah sebesar 106 wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki penghasilan bruto kurang
dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner secara langsung dan melalui google form kepada wajib pajak UMKM di Kota
Bandung. Terhadap hasil dari kuesioner dilakukan uji validitas dan reabilitas. Selain itu, data
diuji dengan uji asumsi klasik, yaitu: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji
multikolinearitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji F.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan self assessment system
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung; (2) Sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung;
dan (3) Penerapan self assessment system dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah penerapan self assessment system
perlu ditingkatkan dengan DJP melakukan pelayanan konsultasi dan sosialisasi kepada wajib
pajak orang pribadi UMKM mengenai cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan
melapor perpajakannya. KPP di Kota Bandung harus selalu tegas dalam pengenaan sanksi
perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya, dan wajib pajak
orang pribadi UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, penelitian
selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang tidak terdapat pada penelitian ini
sehingga dapat memberikan gambaran yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

Kata kunci: kepatuhan pajak, penerapan self assessment system, sanksi
perpajakan, dan wajib pajak orang pribadi UMKM



ABSTRACT

Tax revenue is the largest component of state revenue used to finance state spending. This is
supported by the statement that tax revenue has a contribution of 83.54% to state revenue in
the 2020 Indonesian State Budget (APBN). One of the things that causes a low tax revenue
ratio is the low tax submission compliance. Tax compliance can be influenced by several
factors, including the implementation of self-assessment systems and tax penalties. The results
of previous studies indicate the inconsistency of research results, meaning that further
research is needed to see the effect of self-assessment systems implementation and tax
penalties on taxpayer compliance.

The application of self-assessment systems makes taxpayers realize that they
contribute to the progress of the country. In addition, the implementation of self-assessment
systems provides convenience for taxpayers in calculating, depositing, and paying taxes.
Another factor, namely tax penalties, have a coercive and binding elements so that if the
taxpayer does not fulfill their tax obligations, they will be subject to tax penalties. The higher
the implementation of self-assessment systems and tax penalties, the higher the taxpayer
compliance in taxation.

This research was conducted to determine the effect of self-assessment
systems implementation and tax penalties on individual MSME taxpayer compliance in
Bandung. The research uses causal research to test whether one variable causes other
variables to change. The method used in this research is the hypothetico-deductive method.
The sample used in this study is 106 individual MSME taxpayers who have a gross income of
less than 4.8 billion rupiah in a year. Data collection is conducted by distributing
questionnaires directly and via google form to MSME taxpayers in the city of Bandung. The
results of the questionnaire will be tested for validity and reliability. In addition, the data were
tested for classical assumptions, namely: the normality test, the heteroscedasticity test, and
the multicollinearity test. The hypothesis test used is t test and F test.

The results of this study indicate that (1) the implementation of the self-
assessment system has an effect on the compliance of individual MSME taxpayers in Bandung;
(2) tax penalties affect the compliance of individual MSME taxpayers in Bandung and (3) the
implementation of a self-assessment system and tax penalties affect the compliance of
individual MSME taxpayers in Bandung. Based on the results of the research conducted The
suggestion that can be given is that the implementation of the self assessment system needs to
be improved with the DJP providing consultation and socialization services to MSME
individual taxpayers regarding how to register, calculate, pay, and report their taxation. The
Tax Office in Bandung must always be firm in the imposition of tax penalties on taxpayers who
violate their tax obligations, and MSME individual taxpayers are expected to improve
compliance in fulfilling their tax obligations in accordance with tax laws and regulations. In
addition, further research is recommended to add independent variables that are not found in
this study so that it can provide a broad picture of the factors that influence individual MSME
taxpayer compliance.

Keywords: Tax compliance, self assessment system implementation, tax penalties,
and MSME individual taxpayers
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan komponen pendapatan negara terbesar yang
digunakan untuk membiayai belanja negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN
berasal dari pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak yang
dipungut oleh DJP adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Situs resmi
Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan perpajakan memiliki kontribusi
sebesar 83,54% terhadap pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Indonesia tahun 2020.

Tabel 1.1.

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak (2016-2020)

Tahun | Target Penerimaan | Realisasi Penerimaan Presentase

Perpajakan Perpajakan Pencapaian
(Triliun Rupiah) (Triliun Rupiah)

2016 1.546,7 1.285,0 83,08%

2017 1.498,9 1.343,5 89,63%

2018 1.618,1 1.518,8 93,86%

2019 1.786,4 1.546,1 86,55%

2020 1.865,7 1.404,5 75,28%

2021 1.229,6 1.277,5 103,9%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik
Berdasarkan tabel di atas, presentase realisasi penerimaan perpajakan
mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan
perpajakan selama tahun 2016-2020 tidak mencapai target penerimaan perpajakan
pada APBN. Namun pada tahun 2021, realisasi penerimaan perpajakan dapat
mencapai target penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 103,9%. Pencapaian target

penerimaan perpajakan membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi pada



penerimaan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam artikel yang dimuat di
situs resmi Kementerian Keuangan menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan
penyampaian pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rasio penerimaan
perpajakan rendah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak masih belum menyeluruh.

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam
melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2017: 193). Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa terdapat beberapa
kriteria kepatuhan wajib pajak, yaitu: menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
dengan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah dipidana karena
pelanggaran perpajakan selama lima tahun terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh
lembaga pengawasan pemerintah atau Akuntan Publik dengan hasil wajar tanpa
pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Wajib pajak orang pribadi dapat
dikatakan patuh jika wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri, menyetorkan pajak
yang terutang, melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta
patuh dalam memotong maupun memungut pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan self assessment systems dan sanksi
perpajakan (Nurlaela, 2018).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah
penerapan self assessment systems. Self assessment systems merupakan suatu sistem
perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung,
membayar, dan melapor jumlah pajak yang terutang secara mandiri. Penerapan sistem
self assessment mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance). Penelitian yang dilaksanakan
oleh Maharani (2015) serta Wulantari dan Putra (2020) menyatakan bahwa self
assessment systems memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Kecil,
Mikro, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian berbeda dengan penelitian Sinaga
dan Sinaga (2019) yang menyatakan bahwa pelaksanaan self assessment systems tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk wajib



pajak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo,2019: 72).
Sanksi perpajakan mendorong wajib pajak untuk berusaha melakukan pemenuhan
kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Hasil penelitian Pratama
dan Mulyani (2019) serta oleh Putri dan Nurhasanah (2019) menyatakan bahwa sanksi
perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Namun, hasil
penelitian ini bertentangan dengan Maxuel dan Primastiwi (2021) yang menyatakan
bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap wajib pajak UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil
penelitian sehingga diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat pengaruh
penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan self assessment
systems dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini
dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Bandung.

Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa sektor
UMKM sedang bertumbuh sangat pesat dan memegang peran penting dalam
mempertahankan perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang lebih dari 60%
terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018-2020 serta mengalami
pertumbuhan PDB UMKM yang cukup stabil. Jumlah dan pertumbuhan UMKM di
Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)

Jumlah Presentase

Tahun UMKM Kenaikan
(unit) (%)

2016 61.651.177 -

2017 62.922.617 2,06%

2018 64.194.057 2,02%

2019 65.465.497 1,98%

Sumber: Database Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia

Peningkatan pada jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya
diharapkan dapat sejalan dengan penerimaan pajak. Pemerintah telah melakukan
perubahan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 menjadi PP Nomor



23 tahun 2018. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018, besaran pajak dihitung dengan
tarif PPh Final 0,5% dikali dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak lebih dari 4,8
miliar dalam setahun. Menteri Koperasi dan UKM menyatakan bahwa dengan adanya
PP Nomor 23 tahun 2018, pelaku UMKM dapat terdorong untuk membayar pajak
sehingga kepatuhan dalam perpajakan dapat meningkat.

Namun pada kenyataannya, partisipasi UMKM dalam membayar pajak
masih terbilang kurang. Tahun 2020, DJP Kementerian Keuangan mencatat hanya
sebanyak 2 juta dari 60 juta total pelaku UMKM atau sekitar 3,33% yang sudah
terdaftar dan menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP). Selain itu,
Menteri Koperasi dan UKM juga mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM masih
terbilang sangat rendah seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Berdasarkan
data tersebut dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak dari wajib pajak orang
pribadi UMKM masih sangat besar namun masih banyak wajib pajak orang pribadi
UMKM yang belum melaksanakan kewajibannya. Peningkatan kepatuhan perpajakan

UMKM sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan self assessment systems berpengaruh terhadap kepatuhan
Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Bandung?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang
pribadi UMKM di Bandung?

3. Apakah penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan secara simultan

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:



1. Mengetahui pengaruh penerapan self assessment systems terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi UMKM di Bandung.

2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi UMKM di Bandung.

3. Mengetahui pengaruh penerapan self-assessment systems dan sanksi perpajakan
secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di
Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan,
khususnya mengenai penerapan self assessment systems, sanksi perpajakan, dan
kepatuhan perpajakan.

2. Waijib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi pengusaha UMKM mengenai
perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam menghitung
pajak yang terutang, membayarkan pajak yang terutang, dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan, serta mengetahui sanksi-sanksi yang timbul akibat dari kelalaian
dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

3. Kantor Pelayanan Pajak
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi kepada Direktorat
Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak di Bandung untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

4. Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan infromasi atau referensi yang dapat

digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.



1.5. Kerangka Pemikiran

Definisi wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 adalah “orang pribadi atau badan
meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemotong pajak yang memiliki hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.” Wajib pajak orang pribadi ataupun badan diharapkan dapat menjadi
wajib pajak yang patuh dan mempunyai kesadaran pajak. Rahayu (2017:193)
menyatakan bahwa wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam perpajakan jika wajib
pajak memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
74/PMK.03/2012, wajib pajak dapat dikatakan patuh jika menyampaikan SPT dengan
tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pada semua jenis perpajakan, tidak pernah
dijatuhi hukuman dalam waktu lima tahun terakhir karena melakukan tindakan pidana
di bidang perpajakan, dan laporan keuangan wajib pajak telah diaudit selama tiga
tahun berturut-turut oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Nurlaela (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penerapan self assessment
systems dan sanksi perpajakan.

1.5.1. Pengaruh Penerapan Self Assessment Systems terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi UMKM
Self assessment systems adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang secara
mandiri (Mardiasmo, 2019: 11). Salah satu pajak yang dipungut menggunakan self
assessment system adalah PP Nomor 23 tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan oleh Purwanti et al. (2015), Maharani (2015), Sinaga dan Sinaga
(2019), penerapan self assessment systems berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM.

Keikutsertaan wajib pajak secara aktif merupakan salah satu peran
penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Self assessment systems memberikan kepercayaan kepada setiap wajib



pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakan secara mandiri.
Penerapan sistem ini membuat wajib pajak menyadari bahwa mereka memiliki
kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, penerapan self assessment systems
memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan
membayar pajak (Purwanti et al., 2015). Maka dari itu, penerapan self assessment
systems dapat menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
perpajakannya. Semakin baik sistem penerapan self assessment, maka kepatuhan wajib
pajak dalam perpajakanya akan semakin meningkat dan sebaliknya. Berdasarkan
uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah penerapan self assessment systems
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

1.5.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi UMKM

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan suatu alat
preventif untuk wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72).
Sanksi perpajakan terbagi menjadi dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan
sanksi pidana. Hasil penelitian dari Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan
Nurhasanah (2019), dan Kartikasari dan Yadnyana (2021) menyatakan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi
kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan memiliki unsur memaksa dan mengikat
sehingga jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib
pajak yang tidak patuh akan dikenakan sanksi perpajakan (Pratama dan Mulyani,
2019). Wajib pajak akan memandang sanksi perpajakan sebagai sesuatu yang lebih
memberikan kerugian jika tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
Selain sebagai alat preventif, sanksi perpajakan memberikan efek jera bagi wajib pajak
yang telah melanggar peraturan perpajakan dan tidak akan mengulanginya.
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah sanksi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.



1.5.3. Pengaruh Penerapan Self Assessment Systems dan Sanksi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
Penelitian Nurlaela (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah self assessment systems dan sanksi
perpajakan. Self assessment systems adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Pemberian kepercayaan ini akan mendorong wajib pajak untuk
mempunyai tanggung jawab dan intergritas sehingga wajib pajak akan secara sadar
patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Penerapan self assessment juga
memberikan kemudahan agar wajib pajak dapat semakin patuh pada perpajakannya.

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan untuk wajib pajak dapat
mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan mendapatkan
sanksi pajak jika melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan. Maka
dari itu, sanksi perpajakan memberikan banyak kerugian kepada wajib pajak. Semakin
besar pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, semakin besar sanksi pajak yang akan
diberikan kepada wajib pajak. Hasil penelitian dari Nurlaela (2018) menyatakan
bahwa penerapan self assessment systems dan sanksi perpajakan berpengaruh secara
simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka
pemikiran seperti gambar 1.1. dan model penelitian seperti gambar 1.2.

Gambar 1.1.

Kerangka Penelitian

Wajib Pajak Orang Pribadi
UMKM
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Kewajiban Perpajakan: Menghitung, Membayar,
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* Faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan t
Penerapan Self Sanksi Perpajakan
Assessment SI‘.\'I(‘I” &
‘ Merupakan ‘ Merupakan

Sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri jumlah pajak yang
terutang . o

T Memp uhi T
Y

Kepatuhan Perpajakan

Jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan akan
ditaati

Sumber: Data diolah



Gambar 1.2.
Model Penelitian

Penerapan Self
Assessment System

Kepatuhan Waijib Pajak
Orang Pribadi UMKM

Sanksi Perpajakan

Sumber: Maharani (2015), Purwanti et al. (2015), Nuharani (2015), Nurlaela (2018),
Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan Nurhasanah (2019), dan Kartikasari dan
Yadnyana (2021)
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